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I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai salah satu 

sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah memiliki jenis 

dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional. Namun, untuk melakukan 

penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur 

kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah: 

a. biaya transportasi peserta bimbingan teknis dari tempat 

kedudukan (asal) ke tempat bimbingan teknis (pergi-

pulang); dan  

b. biaya transportasi jasa tenaga ahli dari tempat kedudukan 

(kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang). 

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah:  

a. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi pagi dan 

malam bagi peserta bimbingan teknis selama bimbingan 

teknis; dan  

b. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi bagi tenaga 

ahli selama melaksanakan kegiatan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai standar biaya. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya 

transportasi petugas, operator, dan biaya angkut peralatan dari 

tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-

pulang). 

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya 

konsumsi serta biaya penginapan petugas, operator selama 

melaksanakan kegiatan. 

Yang dimaksud dengan “biaya asuransi” adalah biaya untuk 

mengasuransikan alat dan operator layanan Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional selama melaksanakan 

kegiatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai standar biaya. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kondisi kahar” antara lain berupa 

pemberontakan, huru-hara, atau bencana alam yang 

dinyatakan oleh instansi yang berwenang. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

  

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

www.peraturan.go.id


